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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

    NOMOR 6.9 TAHUN 2026 

TENTANG 

TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI  

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2026 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

Menimbang     :  a.  bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan 

sistem  penyediaan layanan informasi secara cepat, 

mudah, dan wajar perlu  didukung dengan 

pengelolaan informasi dan dokumentasi yang 

terencana dan terorganisasi; 

   b.  bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, 

dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan 

pelayanan informasi   menuju pelayanan informasi 

yang cepat, mudah, dan wajar di Badan Kepegawaian 

Negara, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi 

Publik dan Dokumentasi di lingkungan  Badan  

Kepegawaian Negara; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara tentang Tim  Pengelola Informasi Publik              

dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara                 

Tahun 2026; 

 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

 

 



- 2 - 
 

 

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 

  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 5149); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6477); 

5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang                

Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183); 

6. Peraturan  Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara 

Republik  Indonesia  Tahun 2021 Nomor  741); 

7. Peraturan  Kepala  Badan Kepegawaian Negara  

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan 

Inforrnasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia                

Tahun 2012 Nomor 1026); 

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 

Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja  

Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728); 
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      MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN 

DOKUMENTASI    BADAN    KEPEGAWAIAN    NEGARA    

TAHUN 2026. 

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Informasi Publik                     

dan Dokumentasi    Badan    Kepegawaian    Negara    

Tahun 2026, yang  terdiri dari: 

a. Pengarah; 

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; 

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 

d. Sekretaris; 

e. Bidang Pelayanan Informasi; 

f. Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi; 

g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; 

h. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi; dan 

i. Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS). 

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari  Keputusan ini. 

KETIGA :  Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Pengarah 

1. Memberikan arahan dan petunjuk dalam 

pengelolaan informasi publik dan dokumentasi  

di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan 

2. Melimpahkan pertanggungjawabannya yang 

berkaitan melalui Pejabat Pengelola Informasi 

Publik dan Dokumentasi. 

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi 

1. Memberikan pertimbangan  atas  jenis informasi  

yang dikecualikan di lingkungan Badan 

Kepegawaian Negara; 

2. Memberikan pertimbangan atas keberatan dan 

penyelesaian  sengketa informasi;  dan 
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3. Memberikan pertimbangan  atas  berbagai hal 

yang terkait dengan pelaksanaan layanan 

informasi publik di lingkungan  Badan 

Kepegawaian Negara. 

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

1. Merencanakan,mengorganisasikan,melaksanaka

n,mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan, pengelolaan dan pelayanan  informasi 

publik di lingkungan  Badan Kepegawaian  

Negara; dan 

2. Mempertanggungjawabkan pengelolaan informasi 

publik dan dokumentasi di lingkungan               

Badan Kepegawaian Negara pusat. 

d. Sekretaris 

1. Melaksanakan tugas administrasi Pengelola 

Informasi Publik dan Dokumentasi; 

2. Menyiapkan sarana dan prasarana Pengelola 

Informasi  Publik dan Dokumentasi; dan 

3. Melakukan korespondensi dan menyusun 

laporan kegiatan Pengelola Informasi Publik dan 

Dokumentasi. 

e. Bidang Pelayanan Informasi 

1. Menyiapkan sistem, prosedur, dan sumber daya 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

layanan informasi  publik; 

2. Menghubungkan semua sumber data yang 

digunakan pada website; dan 

3. Melaksanakan layanan informasi publik 

terhadap permintaan informasi publik secara 

tidak tertulis dan informasi secara tertulis yang 

telah ditandatangani oleh Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi. 

f. Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi 

1. Menyiapkan sistem, prosedur dan  sumber daya 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

layanan informasi publik; 

2. Menghubungkan semua sumber data yang 

digunakan pada website; dan 

3. Mengolah data dan menyajikan informasi publik. 
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g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 

1. Melaksanakan registrasi pengaduan keberatan 

yang disampaikan kepada PPID; dan 

2. Melaksanakan koordinasi dengan unit teknis 

dalam menyusun konsep penyelesaian sengketa. 

h. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi  

1. Melaksanakan kegiatan analisis terhadap 

permohonan informasi dan dokumentasi; dan 

2. Menyusun bahan-bahan daftar informasi publik 

dan daftar informasi yang dikecualikan. 

i. Pengelola  Informasi  Satuan Kerja (PIS) 

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi 

dan dokumentasi pada unit kerja masing-

masing; 

2. Mengolah, menata, mendistribusikan dan 

menyimpan informasi dan dokumentasi pada 

unit kerja di lingkungan kerja;  

3. Melakukan kerja sama dengan  pejabat lain  di 

unit kerjanya untuk melakukan pengujian guna 

menentukan  aksesibilitas atas suatu informasi; 

4. Menyampaikan  informasi  ke  PPID;  dan 

5. Membantu PPID sebagai petugas penghubung 

yang memberikan informasi dari unit kerja 

masing-masing. 

KEEMPAT :  Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan 

hasil pekerjaan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara 

atau pejabat lain yang ditunjuk.  

KELIMA :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal  ditetapkan. 
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KEENAM :  Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan 

untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Januari 2026              

a.n KEPALA  

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

SEKRETARIS UTAMA, 

 
 

 
 

 
~ 
 

 
 

 
 
 

 
  
 

Tembusan: 

Kepala Badan Kepegawaian Negara. 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR   :    6.9 TAHUN 2026 

TANGGAL  :    2 JANUARI 2026 

 

 

 

TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN  DOKUMENTASI                        

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  

TAHUN 2026 

No. Nama/ NIP Unit Kerja 
Jabatan 

 Dalam Tim 

1.  

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, 

S.H., M.H. 

NIP. 196908241999031001 

Kepala Pengarah 

2.  
Suharmen, S.Kom., M.Si. 

NIP. 196702271990031002 
Wakil Kepala 

Tim Pertimbangan 
 

3.  
Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., MAP 

NIP. 196605091986032001 
Sekretaris Utama 

Tim Pertimbangan 
 

4.  
Dr. Herman, M.Si 

NIP. 196903161999121001 

Deputi Bidang Pembinaan 
Penyelenggaraan Manajemen 
Aparatur Sipil Negara 

Tim Pertimbangan 
 

5.  
Dr. Rahman Hadi, M.Si 
NIP. 196909141990031004 

Deputi Bidang 
Penyelenggaraan Layanan 
Manajemen Aparatur Sipil 
Negara 

Tim Pertimbangan 

6.  
Jumiati, S.Sos., M.AP. 

NIP. 197201171992122001 

Deputi Bidang Sistem 
Informasi dan Digitalisasi 
Manajemen Aparatur Sipil 
Negara 

Tim Pertimbangan 

7.  
Dr. Hardianawati,SE, M.Si. 

NIP. 196806011997032001 

Deputi Bidang Pengawasan 
dan Pengendalian 
Manajemen Aparatur Sipil 
Negara 

Tim Pertimbangan 

8.  

Wisudo Putro Nugroho, S.H., 

M.Kn. 

NIP. 198603202009121001  

Biro Hukum dan 
Komunikasi Publik 

Pejabat Pengelola 
Informasi dan 
Dokumentasi 

9.  
Ratna Dewi, S.S., M.Si. 

NIP. 199012082019022006 
Biro Hukum dan 
Komunikasi Publik 

Sekretaris 

10.  

Dyah Wulan Retno Kinasih, S.Sn., 

M.Si. 

NIP. 198306152008122002 

Biro Hukum dan 

Komunikasi Publik 

Koordinator 
Bidang Pelayanan 
Informasi 

11.  
Deni Kurniadi, S.H 

NIP. 198202142015031001 

Biro Hukum dan 
Komunikasi Publik 

Koordinator 
Bidang 
Pengolahan 
Informasi dan 
Dokumentasi 

12.  
Aulia Pradipta, M.Si. 

NIP. 199207192022031003 

Biro Hukum dan 
Komunikasi Publik 

Koordinator 
Bidang Pengaduan 
dan Penyelesaian 
Sengketa 

13.  
Ariel Delya Alif Pratomo, S.I.Kom 

NIP. 199612222020121009 
Biro Hukum dan 
Komunikasi Publik 

Wk. Koordinator 
Bidang Pelayanan 
Informasi 

14.  
Maurits Jonathan, S.I.Kom. 

NIP. 199104032019021003 

Biro Hukum dan 
Komunikasi Publik 

Wk. Koordinator 
Bidang 
Pengolahan 
Informasi dan 
Dokumentasi 
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 Dalam Tim 

15.  
Dhealita Dzakia, S.AB 

NIP. 199805172022032006 
Biro Hukum dan 
Komunikasi Publik 

Wk. Koordinator 
Bidang Pengaduan 
dan Penyelesaian 
Sengketa 

16.  
Dila Sholeha, S.A.P. 

NIP. 199610112022032003 

Biro Hukum dan 
Komunikasi Publik 

Pejabat Fungsional 
Pengelola 
Informasi dan 
Dokumentasi 

17.  
Fatin Fadilla Andriani, S.I.Kom. 

NIP. 199607082022032002 
Biro Hukum dan 
Komunikasi Publik 

Pejabat Fungsional 
Pengelola 
Informasi dan 
Dokumentasi 

18.  
Iqbal Fadil, S.I.P. 

NIP. 199607292020121011 

Biro Hukum dan 
Komunikasi Publik 

Pejabat Fungsional 
Pengelola 
Informasi dan 
Dokumentasi 

19.  
Metta Rhozely, S.I.Kom 

NIP. 199103192022032002 

Biro Hukum dan 
Komunikasi Publik 

Pejabat Fungsional 
Pengelola 
Informasi dan 
Dokumentasi 

20.  
Mia Kurniati, S.I.Kom. 

NIP. 199211252015032003 
Biro Hukum dan 
Komunikasi Publik 

Pejabat Fungsional 
Pengelola 
Informasi dan 
Dokumentasi 

21.  
Raditya Abdurrafi, S.T 

NIP. 199608182020121004 

Biro Hukum dan 
Komunikasi Publik 

Pejabat Fungsional 
Pengelola 
Informasi dan 
Dokumentasi 

22.  
Mela Melati  
NIP. 199205152014022003 

Kantor Regional I BKN 
Yogyakarta 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

23.  
Mega Puspita  
NIP. 19870725201012001 

Kantor Regional II BKN 
Surabaya 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

24.  
Tasya Eliani Supit 
NIP. 199612232019022003 

Kantor Regional III BKN 
Bandung 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

25.  
Etty Faradilla 
NIP.197511301995032001 

Kantor Regional IV BKN 
Makassar 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

26.  
Defri Rendy  
NIP. 198809162015031002 

Kantor Regional V BKN 
Jakarta 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

27.  
Iin Parlina 
NIP. 199406302018012001 

Kantor Regional VI BKN 
Medan 

Pengelola 

Informasi Satuan 
Kerja  

28.  
Didik Wuriono 
NIP. 198912112015031004 

Kantor Regional VII BKN 
Palembang 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

29.  
Gianita Rezki Amalia 
NIP. 19901106 2019022005 

Kantor Regional VIII BKN 
Banjarbaru 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

30.  
Nugraha Budi Setiawan 
NIP. 199809162025061001 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

31.  
Wahyudi 
NIP. 199711082025211017 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 
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32.  
Linda Utami Dewi 
NIP.198409282009012002 

Kantor Regional IX BKN 
Jayapura 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

33.  
Irrine Yuni Astuti 
NIP. 198306132015032002 

Kantor Regional X BKN 
Denpasar 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

34.  
Fanda Yurike 
NIP. 198305102014022003 

Kantor Regional XI BKN 
Manado 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

35.  
Evaninta Olviana Sembiring 
NIP. 199610162020122011 

Kantor Regional XII BKN 
Pekanbaru 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

36.  
Dewi Isabella Lista, A.Md 

NIP. 198711282023212022 

Kantor Regional XIII BKN 

Aceh 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

37.  
Nusaybah Amatullah, S.I.P 
NIP. 199410312024212014 

Kantor Regional XIV BKN 
Manokwari 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

38.  
Muhammad Zaki Hariansyah, 
S.Kom 
NIP. 200002282025061002 

Biro Keuangan 
Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

39.  
Briga Auditya Afdhal, S.Stat 
NIP. 199702192022031003 

Biro Sumber Daya Manusia 
dan Organisasi 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

40.  
Marlon Ariesa Akbar 
NIP. 198404182008011006 

Biro Umum 
Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

41.  
Willian, A.Md. 
NIP. 199007142024211008 

Biro Perencanaan dan Kerja 
Sama 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

42.  
Farhan Fakhriza Tsani 
NIP. 199810282019121001 

Inspektorat 
Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

43.  
Mahdiyah 'Afifah Sari 
NIP. 200012292025062004 

Sekretariat Deputi Bidang 
Pengawasan dan 
Pengendalian Manajemen 
ASN 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

44.  
Imas Wulansari, A.Md 
NIP. 199108282022032002 

Direktorat Pengawasan dan 
Pengendalian I 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

45.  
Redho Furwayasari, S.SI 
NIP. 199003052014022001 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

46.  
Nida Ul Haq, A.Md. 
NIP. 199307042022032006 

Direktorat Pengawasan dan 
Pengendalian II 

Pengelola 

Informasi Satuan 
Kerja 

47.  
Margaretha Reissa Melati Adwina 
Laksono, S.H. 
NIP. 199810112022032004 

Direktorat Pengawasan dan 
Pengendalian III 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

48.  
Randy Raharja, A.Md.Kom. 
NIP. 199705222022031002 

Direktorat Pengawasan dan 
Pengendalian IV 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

49.  
Lugi Juwono, S.Kom 
NIP. 198008222009121001 

Sekretaris Deputi Bidang 
Sistem Informasi dan 
Digitalisasi MASN 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

50.  
Alifa Nailissalwa, S.Kom 
NIP. 200103122025062005 

Direktorat Pengelolaan 
Sistem Informasi dan 
Layanan Digitalisasi 
Manajemen ASN 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 
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 Dalam Tim 

51.  
Dwi Pratiwi Kusumaningtyas, 
S.Kom, M.Kom. 
NIP. 198602242014022003 

Direktorat Pengelolaan Data 
dan Penyajian Informasi 
ASN 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

52.  
Nurjannah Selly Kurnia, S.Hum 
NIP. 199804122022032009 

Direktorat Arsip ASN 
Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

53.  
Diyan Anggraini Novitasari, S.Kom 
NIP. 199511132022032003 

Direktorat Infrastruktur 
Teknologi Informasi dan 
Keamanan Informasi 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

54.  
Enok Atik Yohan, S.Kom 
NIP.198407042006042004 

Sekretaris Deputi Bidang 
Penyelenggaraan Layanan 
Manajemen ASN 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

55.  
Aryati Dwi Mulatsih, S.AP 

NIP.197409061997032001 

Direktorat Perencanaan 

Kebutuhan ASN 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

56.  
Henry Samuel Octavianus, S.IP 
NIP.199510162022031005 

Direktorat Status dan 
Pemberhentian ASN 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

57.  
Dedi Alamsyah 
NIP. 197907251999021001 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

58.  
Nur Laila Ayu Oktaviani, A.Md 
NIP.198610092014022001 

Direktorat Pengadaan dan 
Mutasi ASN 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

59.  
Rifka Ayu Rusdiana, S.A.B. 
NIP. 199405162020122010 

Sekretariat Deputi 
Pembinaan Penyelenggaraan 
Manajemen ASN 
Sekretariat Deputi 
Pembinaan Penyelenggaraan 
Manajemen ASN 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

60.  
Ratna Pertiwi 
NIP. 199401182020122007 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

61.  
Daniel Yoga Leonizal, S.AP 
NIP. 199609072020121007 

Direktorat Pengembangan 
Talenta dan Karier ASN 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

62.  
Muhammad Adnan Mubarak, 
S.Psi. 
NIP. 199702122020121006 

Direktorat Jabatan 
Fungsional Manajemen ASN 
 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

63.  
Safitri, S.E 
NIP. 199701312022032010 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

64.  
Rizky Bagus Purwantoro, S.Kom. 
NIP. 198608172022031003 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

65.  

Reno Penggalih Surya Wardhani, 

S.Stat. 
NIP. 199603132022032001 

Pengelola 

Informasi Satuan 
Kerja 

66.  
Elsa Alfianti, S.H. LL.M. 
NIP. 199605162019022003 

Direktorat Kinerja Dan 
Penghargaan ASN 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

67.  
Tery Astyaningsih, S.I.A, MPA 
NIP. 198809292018012001 

Direktorat Disiplin, Budaya 
Kerja dan Citra Institusi ASN 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

68.  
Mauli Inayah, S.IP 
NIP. 199508122022032004 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

69.  
Mellysa Kristina Br Ginting, A.Md. 
NIP. 199004132022032004 

Pusat Penilaian Kompetensi 
ASN 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 
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No. Nama/ NIP Unit Kerja 
Jabatan 

 Dalam Tim 

70.  
Rama Duluber 
NIP. 199410252022031004 

Pusat Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

71.  
Muhammad Fajar Riyadi, S.Kom 
NIP. 199503202022031003 

Pusat Pengembangan Sistem 
Rekrutmen 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

72.  
Hengki Mandala Putra, S.Kom 
NIP. 199401312022031002 

Sekretariat Badan 
Pertimbangan ASN 

Pengelola 
Informasi Satuan 
Kerja 

 

 

a.n KEPALA  

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

SEKRETARIS UTAMA, 
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